PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR 04 TAHUN 2005

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
NOMOR 4 TAHUN 2005 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN,PERDAGANGAN,KOPERASI, DAN
PENANAMAN MODAL KABUPATEN BONE BOLANGO

Menimbang

a.

BUPATI BONE BOLANGO

bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten
Bone Bolango Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian,
Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten
Bone Bolango, maka Urntuk melaksanakannya perlu
adanya aturan pelaksanaan.

bahwa penjabaran tugas dan fungsi Dinas, Sub-sub
Bagian, Seksi-seksi dan Bidang-bindang pada Dinas
Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman
Modal Kabupaten Bone Bolango yang telah dibentuk perlu
ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bone Bolango.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan b perlu rnenetapkan Peraturan Bupati
tentang Pelaksanaan Feraturan Daerah Kabupaten Bone
Bolango Nomor 4 Tahun 2004 tantang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian,
Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten
Bone Bolango.



Mengingat

1.

Undang-Undang Nomor & Tahun 1974 tentang Pokok-
pokck Kepegawaian ( l-embaran Negara Republix
Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun
1999 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor &9, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3890 ) ;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraar Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi
dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 38561 ) ;

Undang-Undang MNomor 38 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Provinsi Gorontalo ( Lembaran - Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan
Lembaran Negare Republik Indonesia Nomor 3952 ) ;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten
Pohuwato di Provinsi ‘Sorontalo ( Lembaran Negara
Recublik Indonesia Tahurn 2003 Nomor 26, Tambahan
Lembarzan Negara Nomor 4269 ) ;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 63,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4383 ) ;

Undang-Undany Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Femerintahan Daerah { Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004t Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-undang Nomeor 3 Tahun 2005 ( Lembaran Negara



Menetapkan :

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493 ) |

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah ( Lernbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Normor 4938 ) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang
Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran
Negara Republik Indoresia Tahun 2000 Nomor 45,
Tarbahar Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3952):

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003, tentang
Pedoman Organisasi rerangkat Daerah ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4262 );

10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44
Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan
Perundang-undangan, Rancangan Peraturan Pemerintah,
dan PERATURAN Presiden ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Ncmor 70) ;

11. Peraturan Deerah Kabupaten Bone Bolango Nomor
Tahun 2004 tentang Fembentukan Orgasasi dan Tata
Kerja Dinas Perindusirian, Perdagangan, Koperasi dan
Penanaman Modal Kabupaten Bone Bolango

MEMUT!USKAN

PERATURAN BUPATI BCNE BOLANGO TENTANG
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE
BOLANGC NOMOR 4 TAHUN 2004 TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN
PENANAMAN MODAL KABUPATEN BONE BOLANGO ,

(oY)



BAB |
KETENTUAN UMLM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan .

a.

D.

@

Daerah adalah Daerah Otenom Kabupaten Bone Bolango ;

Pemerintah Deerah adalah Bupati beserta Perangkat
Daerah Ctonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah
Kabupaten Daerah Kabupaten Bone Bolango ;

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut
DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Bone
Bolango;

Pemerintah Daerah adalah Penyelenggara Pemerintahan
Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD

menurut azas desentralisasi ;
Bupati adalah Bupati Bone Bolango ;

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Bone Belango ;

Dinas adalah Dinas Ferindustrian, Pefdagangan, Koperasi
dan Penanaman Modal Kabupaten Bone Bolango ;

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian,
Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten
Bone Bolango ;

BAB Il

PENJABARAN TUGAS, FUNGSI CAN KEWENANGAN DINAS

Pasal 2

Dinas mempunyai tugas melaksariakan kewenangan otonomi

daerah dibidang Perindustriar, Ferdagangan, Koperasi dan

Penanaman Modal



Pasal 3

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada
Pasal 2, Dinas mempunyai fungsi :

a.

perumusan kebijakan teknis dibidang Perindustrian,
Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal ;

pemberian izin dan peiaKsanaan pelayanan umum;

pembindan terhadap unit pelaksana teknis dinas di bidang
Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman
Modal:

pengelolaan ketata usahaar dinas ;

Pasal 4

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal
3, Dinas mempunyai kewenangan sebagai berikut

a.

penyelenggaraan barang dan jasa dibidang industri dan
perdagangan ,

pemotivasian terhadap penyelenggaaan kemitraan industri
kecil, menengah, besar can sektor ekonomi lawinnya ;

penyelenggaraan perlindungan konsumen ;

penyelenggaraan industri dan produk tertentu yang
berkaitan dengan keamanan, Kkeselamatan umum,
kesehatan lingkungan dan moral ;

penyelenggaraan distribusi bahan-bahan pokok ;

pemberian perizinan dibidang industri perdagangan
daerah, kawasan industri, Koperasi, Usaha kecil dan
menengah serta perizinan dibidang penanaman modal ;

pemfasilitasian pelatihan teknis manajemen  Untuk
pengusaha kecil dan ketrampilan pengrajin ;

pemfasilitasian permodalan bagi industri  kecil dan
pengambangan usaha ;

pengendalian pencemaran limbah industri ;



pengawasan dan pengendalian industri dan produk tertentu
yang berkaitan dengan Kkeamanan, kesematan umum,
keselamatan lingkungan dar: moral :

pemfasilitasian kegiatan distribusi bahan-bahan pokok ;

penetapan tera dan tera isi ulang alat ukuran, takaran,
timbangan dan perdagangan ;

penerbitan surat keterangan asal barang ;

pemfasi!itésian! permodalan, baik aspek permodalan,
manajeman, kelembagaan, kemitraan dan perniagaan,
pemasaran Untuk tumbuh dan berkembangnya Koperasi,
Pengusaha Kecil dan Menengah :

penetapan keijakan Untuk mendukung pembangunan
industri dan perdagangan daerah ;

penyelenggaraan dan pengawasan standard pelayanan
minimal dalam bidang indutri perdagangan, koperasi,
usaha kecil dan menengah yang wajui8b dilasanakan oleh
daerah ;

penyusunan rercana industri dan perdagangan daerah ;

penyelenggaraan eksport dan import hasil produksi industri
dan perdagangan sesuai peraturan perundang-undangan
yang berieku ;

penyelenggaraan  kualifikasi usaha jasa  industri,

verdagangan. Koperasi usaha kecil dan menengah ;

penyelenggaraan prornosi bidang industri, perdagangan,
koperasi, usaha kecil dan menengah

penyelenggaraan dan pergawasan Kkerjasama industri,
perdagangan, koperasi usaha kecil dan menengah ;

penyelenggaaan perjanjian atau persetujuan Internasional
atas nama daerah dibidang perindustrian, perdagangan,
Koperasi, usaha kecil dan ernnengah, serta penanaman
modail ;

penyusunan kebijakan dan rencana penanaman modal



aa.

bh.

CcC.

dd.

ee.

gg.

hh.

I}

pengidertifikasian sumber-sumber potensi daerah Untuk
kepentingan perencanaan penanaman modal daerah

penerbitan surat p-ersstujuan dan perizinan penanaman
modal, kecuali Untuk bidang-bidang usaha yang termasuk
dalam kategori kegiatan usaha yang berteknologi stratyegis
yang mempunyai derajat kecanggihan tinngi dan beresiko
tinggi dalam penerapannya, kegiatan usaha lintas wilayah
seita” eksplorasi dan pemanfaatan sumber daya alam
diwilayah laut di luar 4 ( emapat ) mil;

pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan

penanaman modal di daerah sesuai standar pelayanan
minimal yang waijib dilaksanakan oleh daeah ;

penyusunan laporan di bidang penanaman modal

penyelanggaraan sistem informasi di bidang penaman
modal

penyelenggaraan eksport import sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku ;

periyelenggaraan riset can teknologi penanaman modal
yang tidak peresiko tingg! ;

penyenggaraan sistem penanaman modal

pengawasan teknis lerhadap pelaksanaan seluruh
perazturan perundang-undangan di bidang penanaman
modal ;

pengesahan akta pendirian koperasi, perubahan anggaran
dasar koperasi, penggabungan koperasi dan pembubaran
koperasi ;

penyelenggaraan akutansi Kkoperasi, usaha kecil dan
menengabh ;
penyelenggaraan tata cara penyertaan modal pada
koperasi ;
penyelenggaraan sistem distribusi bagi koperasi, usaha

kecil dan menengah ;



kk. penetapan kebijakan Untuk mendukung pembangunan
bidang koperasi, usaha kecil dan menengah ;

. penyusunan rencana bidang koperasi, usaha kecil dan
meriengah ;

mm.penyelenggaraan sistem bidang koperasi, usaha kecil dan
menengah ;

nn. pengawasan teknis terhadap pelaksanaan bidang koperasi,

usaha kecil dan menengah ;

BAR I
PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI
Bagian pertama
Bagian Tata Usaha

Pasal 5

Bagian Tata Usazha mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan Tata Usaha, Kepegawaian, Keuangan dan hukum
serta Umuni ;

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada
Pasal 5, Bagian tata Usaha mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan urusan kepegawaian ;

b. pelaksanazan urusan keuangan

c. pelaksanaan urusan pelayanan hukum dan peraturan
perundang-undangan

d. pelaksanaan urusan umum;
Pasal 7

Bagian Tata Usaha terdiri atas -

a. Sub. Bagian Umum dan Kepzsgawaian ;
b. Sub. Bagian Program dan Keuangan ;



Pasal 8

1. Sub. Bagian Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai
tugas melaksanakan oengumpulan dan pengolahan data
kepegawaian, melaksanakan urusan pelayanan hukum dan
peaturan perundang-undangan, melaksanakan urusan
pesudratan, kearsipan, perpustakaan, hubngan masyarakat,

protokdl, perlengkapan dan rumah tangga ;

2. Sub. Sub! Bagian Program dan Keuangan mempunyai
tugas melaksanakan urusan keuangan, melakukan bahan
kordinasi dan penyusunan rancana dan program, kegiatan
rutin, kegiatan  pengembangan  dibidang industr,
perdagangan, investasi, penanaman modal, perkoperasian,
pengusaha kecil dan menengah, serta fasilitasi
pembiayaan dan simpan pinjam, penyusunan rencara dan
pemabngunran aipidang industri kimia, agro, hasil hutan,
lecgam, mesin, elektronika, aneka industri, industri kecil dan
dagang kecil, bidang perdagangan, pengelolaan data dan
inforrnasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan

pelaksanaan kegiatan ;

Bagian kedua

Bidarg Industri
Pasal 9

Bidang Industri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
pemberian bimbingan teknis terhadap pelaksanaan kebijakan,
pembinaan dan pengembangan sarana, usaha dan produksi
serta pernantaunan dan evaluasi kegiatan dibidang industri, dan
menyiapkan bahan bimbingan teknis dan penyuluhan,
pemanfaatan fasilitas berusaha, cara penggunaan bahan baku
dan bahan penolong, pencegahan, pencemaran serta urusan

perizinan di bidang industri ;



Pacsal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada

Pasal 9, Bidang Industri mempunyai fungsi ;

a.

Penyusunan petunjuk bimbingan teknis dan penyiapan
perizinan serta pedoman pembinaan kegiatan usaha di
bidang industri ;

Penyiapan “pemberian bimbingan teknis pembinaan dan
pengembangan sarara, usaha dan produksi di bidang
industri ;

Penyiapan bimbingan teknis peningkatan mutu hasil
produksi, penerapan standar, pengawasan mutu,
diversifikasi produk dan inovasi teknologi ;

Penyiapan bahan pembiraan pemantauan dan evaluasi
kegiatan di bidang industri; '

Analisis iklim usaha dan hasil peningkatan kerja sama
dengan dunia usaha di bidang industri ;

Penyiapan  bimbingan teknis serta  pemantauan
penanggulangan dan pencegahan pencemaran ;

Pasal 11

Bidang Industri terdiri atas :

Seksi Usaha Industri ;
Seksi binbingan dan penyuluhan ;

Pasal 12

Seksi Usaha Industri mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan bimbingan teknis pembinaan dan
pengembangan sarana, usaha, produksi, penerapan
standar dan pengawasan mutu, pencegahan pencemaran,
pernartauan dan evaluasi serta peningkatan kerja sama
dengan dunia usaha dbidang industri Kimia dan agro,
industri hasil hutan, pulp dar. kertas, industri logam. Mesin
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dan alat angkut. industri texstil, elektronika dan aneka
industn ;

2. Seksi bimbingar dan penyuluhan mempunyai tugas
melaksanakan bimbingan dan penyuluhan kegiatan
pengembangan industri, perdagangan, Investasi dan
penanaman modai ;

v Bagian ketiga
Bidang Perdagangan dan Penanaman Modal

Pasal 13

Bidang Perdagangan dan Fenanzman Modal mempunyai
tugas melaksanakan penyusunan dan penyiapan petunjuk
teknis pengembangan sarana dan kegiatan usaha
perdagangan, Investasi dan penanaman modal, perizinan,
perlindungan konsuren. pemantauan dan evaluasi serta
peningkatan kerja sama dengan dunia usaha, Pemerintah
Daerah, dan instansi lainnya terhadap palaksanaan
kebijaksanaan pembinaan  dan pengembangan  usaha
perdagangan ;

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada
Pasal 13, Perdagarngan dan Penanaman Modal mempunyai
fungsi:

a. Petunjuk bimbingan teknis gan penyiapan perizinan serta
pedoman pembinaan  kegiata usaha di  bidang
perdagangan, investasi dan penanaman modal serta
pengembangan sarana:

b. Pemberian bimbingan teknis pembinaan dan
pengembangan bimbingan usaha dan sarana,
perlindungan konsumen, ekspor dan impor, perdagaangan
luar negeri, pengadaan dan penyaluran barang dan jasa,
kegiatan promosi, petunjuk teknis pembinaan dan
pengembangan sarana dibidang investasi dan penanaman
modal ;

11



c. Pelaksanaan pendaftaran perusahaan dan penyajian Buku
Daftar Perusahaan |

d. Pemantauan pengadaan dan penyaluran barang dan jasa;

e. pemantauen  dan eveluasi kegiatan  pelaksanaan
kebijaksanaan teknis di bidang usaha perdagangan dan
kegiatan di bidang investasi dan penanaman modal ;

f. peningkatan kerja sama dengan dunia usaha dibidang
usaha perdagangan, investasi dan penanaman modal ;

g. penganalisaan, iklim usaha di bidang investasi dan
nenanaman mocal

h  penyiapan bimbingan teknis penanggulangan dan
pencegahan pencemaran ;

i.  pelaksanaan promosi dan informasi di bidang penanaman
modal ,
Fasal 15

Bidang Perdagangan dan Penanaman Modal terdiri atas :

4. Seksi Bina Usaha Pendaftaran Perusahaan dan
Perlindungan Kcnisumen ,

2. Seksi Perdagangan Dalam Negeri, Luar Negeri dan
Pelayanan Investasi;

Pasal 16

1) Seksi Bina Usana Pendaftaran Perusahaan dan
Perlindungan Konsumen rnempunyai tugas :

a melakukan penyiapan bahan timbingan teknis pembinaan,
pengernbangan, pemantauan dan evaluasi serta
peningkatan kerja sama dengan dunia usaha dibidang
pelaksanaan pendaftaran perusahaan dan penyajian Buku
Daftar Perusahaan kepada pihak yang memerlukan ;

b  menyiapkan bahan bimbingan teknis pembinaan dan
pengembangan usaha dar sarana perdagangan, perizinan,

perlindurigan konsumen;



2).

melaksanakan pemantauan dan evaluasi serta peningkatan

kerja sama dengan dunia usaha, Pemerintah Daerah, dan

instansi lainnya di bidang usaha perdagangan dan

perlindungan konsumen ;

Seksi Perdagangan Dalam Negeri, Luar Negeri dan

Pelayanan Investasi mempunyai tugas ;

a.

o

melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis
pengadean dan penyaluran promosi dan / atau
pameran di dalam negeri;

melaksnakan pernantauan dan evaluasi, peningkatan
kerja sama dunia usaha di bidang pengadaan dan
penyauran;

melakukan pengelolaan - data, pengawasan
penggunaan, pengujian standar sarana xemetrologian
dan melakukan penyidikan terhadap pelaku tindak

pidana Undang-undang Metrologi Legal,

menyiapkan bahan dan bimbingan teknis pembinaan

dan pengembangan ekspor dan impor daerah |

melaksanakan kegiatan perdagangan luar negeri,
perizinan, pemantauan dan evaluasi serta peningkatan
kerja sama dengan dunia usaha di bidang ekspor ¢an
impor;

menyiapkan hahan himbingan teknis pemberian izin
tenaga kerja Asing, izin di bidang investasi dan
penanaman modal;

melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap
perkembangan, serla melakukan promosi dan

informasi di bidang investasi dan penanaman modal ;
Bagian keempat
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Bidang Koperasi, 'Jsaha Kecil dan Menengah
 Pasal 17

Ridang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas
melaksanakan pembinaan pengembangan dan pengelolaan
data informasi di bidang usaha Koperasi, pengusaha kecil dan
menengah, permodalan dan atau perkreditan, pertokoan,
saprodi dan :dtal_' saprotan, pembinaan kelembagaan,
ketatalaksanaan, penyuluhan perkoparasian, pembinaan kader
koperasi, kerja sama dengan BUMN, ekspor, impor, industri dan
aneka usaha, menyiapkan rencana program, pemberian
bimbingan di bidang fasilitasi pembiayaan dan simpan pinjam :

Pazal 18

Untuk melaksanakan tugas seoagaimana dimaksud pada Pasal
17, Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai
fungsi:

a. Penyusunan rencana dan program di  bidang
perkoperasian, pengusaha kecil dan menengah ;

b. Pengumpulan dan pengelolaan data serta mempersiapkan
penyusunan laporan perkoperasian, pengusaha kecil dan
menengah serta fasilitasi pembiayaan dan simpan pinjam ;

c. Pengaturan dan pengurusan pendaftaran, penelaahan,
anggaran dasar dan akta pendirian, pengembangan
organisas, pengklasifikasian, Rapat Anggota, amalgamasi,
pengawasan dan penylesaian pembubaran koperasi

d. Pelatihan administrasi pembukuan, penyuluhan
perkoperasian dan mempersiapkan bahan pembinaan
kader koperasi ;

e. Perumusan dan penjabaran kebijaksanaan teknik dan
pemberian bimbingan kepada pengusaha kecil dan
menengah di bidang indusui dan menengah di bidang
industri, perdagangan dan aneka usaha, bidang simpan
pinjam dan jasa Kkeuangan, bidang penilaian dan
pengawasan sirnpan pinjamni ;
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Pasal 19

Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terdiri atas :

Seksi Pembinaan Usaha Koperasi ;
Seksi Pembinaan Usaha Kecii dan Menengah;

Pasal 20

. Seksi Pembinaan Usaha Koperasi mempunyai tugas:

melaksanakan bimbingan usaha di bidang pertanian,
non pertanian, permodalan; |

melaksanakan pendaftaran, penelaahan, anggaran
dasar, akta pendirian usaha ;

meningkatkan pengembangan organisasi, pengklasi
fikasian, Rapat Anggota, amalgamasi, pengawasan
dan penyelesaian pembtubaran koperasi;

melaksanakan pelatihan adminstrasi pembukuan bagi
karyawan dan anggota koperasi;

melakukan pengumpulan, evaluasi, pengelolaan,
penyiapan bahan, perumusan dan penjabaran
kebijaksanaan tehnik usaha Koperasi ;

pemberian bimbingan di bidang simpan pinjam dan
jasa keuangan, dan pemberian bimbingan penilaian
dan pengawasan simpan pinjam, ;

tugas ;

. Seksi Pembinaan Usaha Kecil dan Menengah mempunyai

a. melaksanakan pengumpulan, pengolahan bahan,

perumusan dan penjabaran Kkebijaksanaan teknik

rembinaan Usaha Kecil dan Menengah;

15



k. me aksanakan pembinaan dan pemberian bimbingan
kej ada |rengusaha keci! dan menengah di bidang
ins idtri kacil, perdagangan dan aneka usaka;

¢ m:lakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan
pengusaha kecil dan rnenengah

BAB IV
"KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

“era ranir mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Suwawa
pade tanggal, 25 Juli 2005

Pj. BUPATI BONE BOLANGO

NVVEIWN S

BONNY M. M OINTU
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